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BUPATI BATANG,
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
Batang Tahun 2018-2038;

Mengingat

1.

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015
tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5806);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6016);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomo 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2012-2017;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2018 - 2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang terdiri atas
Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri
sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

5. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan
Industri.

6. Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan
menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenubhi kriteria:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memenubhi kriteria:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha;

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
memenubhi kriteria:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki  hasil  penjualan tahunan lebih dari
Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).

Usaha/skala besar adalah usaha ekonomi produktif yang

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di

Daerah.

Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan

usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha.

Hasil Penjualan Tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto)

yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu

tahun buku.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035

yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah

dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan

Industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya

disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan

dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang di

dalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata

ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.

RPIK Tahun 2018-2038 adalah Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten Batang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2038.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

a.

b.
c.

pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan
pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;

pedoman pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPIK; dan
pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan
Industri Unggulan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.
b.

C.

mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan
Industri Unggulan Kabupaten;

mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju
dan berwawasan lingkungan;

mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan
Kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan
nasional; dan

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah
secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

00O

(1)
(2)

kewenangan Pemerintah Daerah;
Industri Unggulan Kabupaten;
RPIK 2018-2038;

pelaksanaan; dan

pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung
jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
b. penyediaan infrastruktur Industri;
c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah
Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan
Industri;



d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

€. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan

g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

"

Pasal 6
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin
ketersediaan:
a. infrastruktur Industri; dan
b. infrastruktur penunjang.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 7
Penetapan industri unggulan Kabupaten dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
kesejahteraan;
c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya
alam;
aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
dukungan sumber daya manusia;
prestise daerah;
kesiapan dan kesediaan masyarakat;
kesiapan dan kesediaan pemerintah; serta
kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

T e A

Pasal 8
Industri Unggulan Kabupaten berdasarkan klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia terdiri dari :
Industri emping mlinjo;
Industri pengolahan ikan;
Industri kerajinan kulit;
Industri kerajinan batik;
Industri madu lebah;
Industri meubel dan bak truk;
Industri galangan kapal;

moo Qoo



Pasal 9

Industri Unggulan Kabupaten berdasarkan wilayah meliputi :

a.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

3)

Industri emping mlinjo meliputi Kecamatan Subah, Kecamatan
Bawang, Kecamatan Reban, Kecamatan Limpung, Kecamatan
Tersono, Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Banyu Putih;
Industri pengolahan ikan meliputi Kecamatan Kandeman,
Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Tulis, Kecamatan Limpung,
Kecamatan Grinsing, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Subabh;
Industri kerajinan kulit meliputi Kecamatan Warungasem dan
Kecamatan Batang;

Industri kerajinan batik meliputi Kecamatan Warungasem dan
Kecamatan Batang;

Industri madu lebah meliputi Kecamatan Grinsing dan Kecamatan
Banyuputih;

Industri meubel dan bak truk meliputi Kecamatan Bandar,
Kecamatan Kandeman, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan
Tersono, Kecamatan Grinsing, Kecamatan Batang dan Kecamatan
Subah;

Industri galangan kapal di Kecamatan Batang;

Pasal 10
Pemerintah Daerah dalam menyusun RPIK mengacu pada Industri
Unggulan Kabupaten.
Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain
yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), di Daerah dikembangkan Industri lain yang potensial dan
merupakan prioritas Kabupaten.
Pengembangan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BABV
RPIK 2018-2038

Pasal 11
RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun.
RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap S (lima) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Visi dan misi pembangunan Daerah,;
b. Tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah; dan

c. Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan
Kabupaten.



(4) Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf ¢ paling
sedikit memuat:

a. strategi pembangunan Industri; dan
b. program pembangunan Industri.

(5) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b meliputi :
a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri
Unggulan Kabupaten;
b. pengembangan perwilayahan Industri;
c. pembangunan sumber daya Industri;
d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
e. pemberdayaan Industri.
(6) RPIK Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4) huruf b.

(2) Dalam melaksanakan  program  pembangunan  Industri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

(3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur
tentang kerjasama daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah

Daerah dengan para pemangku Kkepentingan diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

(2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk
masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada
Industri Unggulan Kabupaten.

(3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan
menengah dengan Industri Unggulan Kabupaten skala besar.



BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14
Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali
dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15
Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2018-2038 dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal ...... ...... ...
BUPATI BATANG,

.........................................

Diundangkan di Batang
pada tanggal ...... ...... ...
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang,

.........................................

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN .... NOMOR ...



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR .... TAHUN....
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 - 2038

UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar
penting bagi terselenggaranya proses pembangunan disegala
bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah
untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) dari pembangunan
ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi
memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan
juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka
bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan
lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan
pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting
sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor
industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan
ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035
lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri
masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat
provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
(RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kabupaten Batang menyadari pentingnya pengembangan dan
pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan
dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang
tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih
sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila
sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan
menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada
akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami
kemajuan dalam pembangunan ekonominya.



|\ 8

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6

Huruf a

Huruf b

Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11

Pasal 12
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur Industri” paling
sedikit meliputi jaringan energi dan Kkelistrikan,
jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air
dan jaminan pasokan bahan baku, sanitasi, jaringan
transportasi.

Yang dimaksud dengan ‘infrastruktur penunjang’
paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan,
pemadam kebakaran dan tempat pembuangan
sampabh.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan”
antara lain Pemerintah Daerah, pihak swasta, asosiasi
pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan
pengembangan atau lembaga kemasyarakatan
lainnya.



Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ......... NOMOR .........-



